
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063),

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1820);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang
Kesehatan Untuk Dana Jaminan Persalinan di
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran
2021:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf h
angka 5 huruf F Bab II Lampiran Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
ten tang Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik
Bidang Kesehatan Untuk Dana Jaminan Persalinan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran
2021;

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN UNTUK DANA JAMINAN PERSALl NAN

DI KABUPATEN BULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

TENTANG

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR \~\ TAHUN 2021

BUPATI HULUSUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
.Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 ten tang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
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15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18
Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor
18);

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nornor
12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5
Tahun 2021 ten tang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 5);

Daerah(LernbarariSrisiman

Daerah14.Peraturarl SungaiT T -erruruKabupaten

l'iUiIIUl 1 tan urr LV 10 LeuLaIlg rel!lUenClil J-ur ;::'u::;u
Ibu Ekskhrsif (Lembaran Dacrah Kalrupaten H1J.tLl
,..,., • .". T. Pr'\" /"""-,-.,."'" ,-- ~T "1 ,

~1]nQR1 tJT.Rf"R !Rn1Jr1 ·~t) ~n r\lnmnr ~~:

13~Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 3);

ivor nor 0 ·1·o..1:1LlllL;UILt te:rlLdIlg Kesehatan Ibu, Bayi
BEtTl)_ Lahir, Bs_yi d8.11.Anak B8Jit8_ di I(abLlpaten lIuhr

UtaraHuluDaerah12. Peraturan

-_. .. - _'--
i~UlIIUI '-tV0) ,

Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2021 (Berira Negara RepuhHk Indonesia 'I'ahun 2021

••••••••• :_ •••••••••• • __ ••• __ • - • •••••• ~ ••• - •• _ ", __ o__ o._,
---------c~ - - -----~ ---- - ------- - ---00---------- - ------ ----------

11. Perat.ur'an Morrtori Kesehatar; Nornor 12 Talrun 2021

- - - -- . - . __ . _. - .. - - - -_ - - _ .... - _. - ... - --- -- . --
_i .i VDl. c..tl.1..1-0 al.l.llllc.:...Lt l.-3._\,....o\....-ll.c.u•.ci,..u_ tDC11L.ct l';i .......bU.1 c.t K\...r !w-n...u .....U...lh
T. __i. ·_ Yn_1 ." !""'\r\1r "!'I.T ."!.'!~\_
ir.morre sra 1dIIUIl .L;V10 1'10IIIUr "'+~4;;

Kesehatan Nornor 52 Tahun 2016 tpnbna StandEu'.,_---.,,_..:..,_"---~....O

Tarif Pelavanan Kesehatan Dalam Penvelenscaraan
oJ .J (_J~

- - - - , .. - ...- . .. ~- - .. -- ..---------c" - -- ------------ --- ------ ------
-!-_-_ ~-: +.-0. -:-:._~ D:c-_-..,---: ~ 1-__-. 1-. _-_-:__ T7 _-_+~r-r r-: r-:+.-:. ~_ r1'_-_-:-:-_~"": -: -:-_-_ -:-:. ~...,_If_-_-:-:.+_--._-:-~
Pcraturan Merrter'i Kesch.atan Nornor 6 Ta.hu.n 2018
Nomor 1601), sebagaimana telah diubah dengan

, 'f ~I ,.._
L\_! l.t_l

y, .moonesia
Kesehatan.JammanProgramPenyelenggaraan

terrtang Staridar I'arif Pelayanan Kesehatan Lialam
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Talrun 2016
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r-l~~~~~ ~~_~h ,_~~ r-l~~_~ 1-.
LLL-l..l5c..1.,1.1 }iLl. L.1..LL·Ll "-1...11. Lic..1..L·i c.1...l..L

- .. _ ..... -. _ _ ... _ ... _ ...
Li.~_"""'.i.. ~.i."'_ j Li..i...i.5 ~.._ ;_'~p.i_s..Loi."_.i.

... r_. '_'TO"
i..~"'_"_'_"'.i.Li."'_i.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

merringkat.kanakses dan mutu peiayanan kesehatan di daerah.
ria siorial di

-' 1-.
"-.taClctll.

16. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya

.. ... .. .. 0 .... .. .1......... .......... 1. .. 01nayi oaru iarur yang uuax memuuci .ramman Kesenatan iamnya oaik
sebazai Penerima Bantuan Iuran (PEl) dan Penerima Bantuan luran
Daerah (PBID)Jaminan Kesehatan Hulu Sungai Utara.

, . . .
oersa_lIIl, IIIIa_s nan.Jaminan Pelayanan Kesehatan kepada ibu harnil,

Pemerintah. TNl zPolri, dan Swasta.
11. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah

rehR_bilitatif yAng dilak ukan

yang ditunjuk oleh ibu hamily bersalin znifas selama menempati RTK.
10. Fasilitas Kesehatan adalah Institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat

yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik

sA1A--_ ....J--_9.

Lt:ilaga
dengan

penggantian bahan bakar, perawatan kendaraan, sopir dan
kesehatan peridamping selama rujuk2'..n,yang oesarannya sesuai
Per-atura n Daernh Kabupnten H1Jlu S1JngRi UtRrA yRng berlaku.

Pendarnping adalah keluarga jkader ztenaga kesehatan atau siapa

sebehlm; setarna atau sesudah kelah iran 8n8K,

8. Biaya Rujukan adalah biaya perjalanan yang dikeluarkan untuk

7 * Ruman Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTI( adalah ternpat
tir:gS~ 1 scrncrrta ra pa aicn dan kchra rga /1'}cnd3mpinrr v ~~ ~ lS dila kaana ka n

O" ...C'r:lt- VoC'~h.r:l1-~"Y'\ l\if0"'3C'"tT..-:lr"ltr0t "{Tn'Y'irY C"~lr:l.,.,; ...-d-"",{To} rl~c\~""rT1TO}t- D""c."17,:::J.C'"Y"Yl..-::lC'
.... ~-i..u~i... .i.::........·0"--·.l..i..._a..~~.i..i. .i.T....~~0.J~..i.~.l.~'"-i.~ ,J~..i..i.5 0;_·..i.~.i...i.J~i.i.....i.':".)i...A.. ~.i."':;.i..i..i.5.i.:a..~i... .s, '_;"0.i.2..vu.i..i..l.~;.,J

adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

UmumLayananadalahRSUDBLUDselanjutnya
5. Badan Layanan Umurn Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang

Ull;sur
.~ .1 __ .L _1 1_
per<:::tIlgKdLUderdUPernerintall Daerah adalah Bupati dan

penyelenggara pernerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

U81am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

Pasal 1

BAB I
KETENTUAN U]'v1U1\l1

HULU SUNGAI UTARA.TAHUN ANGGARAN 2021.

ALOY.J\SI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN
UNTUK UAl\iA JAMINAN PERSALINAN DI Ki\BUPATEN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNi\AN DANAMenetapkan

MEMUTUSKAN:
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a. pennuung;
h. p~nRngg1Jngj8wRh;
c. ketua;
d. sekretaris; dan

......._"' ............._+- .......•-r ~~t;t;o.;~r-z ,

(5) Susunan keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri dad:

.... -4 .. ... ... .......... •e~melakukan koordrnasr dengan pmak terkart;
f. rnela ktrkan ~VRhJRSi pela kaariaa n tJ8mr~rR81; rhm
g. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

Jampersal;
pelaksanaanterhadap't .morutormgdanpembinaand. melakukan

EL melaksanakan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana -Jampersal
DAK Nonfisik;

U.menyusun Anggaran Jampcfsal;
_ ._, _1 _ 1 __ i _. _ _____ _ __._j __ 1 . __ _ __ _ . _ ~__ 1 _ __ T _ 1 _ _ • y-"rnT T _1 _ . _ 1. _ _____ _ _ _c. rnerax.uxar; ::>urvey UIlLUK rncncrn.u.xan LOKa<Sl1'(1h. cra.uIlarga sewa;

(4) Tim Pellgelola sebagaimana dimakaud pada ayat (2) memp'unyar tugas

pada ayat (1)mernberrtuk Tim Pengelola
(Xl Dinas Kesehatan dalam melaksanakan .Jampersal sebazaimana dimaksud,-, .., ._..

_1_1_
ViCII

.-1'::1_1 1__ ~_
UlldK;:::iCUIdKCil1d8l}T -""-0 _1 _1::__ 1 __~ ...,_1__ ~_ .-.1.-.1-. T7.-_"'"-"""'-_--:.1_-.. n_-,_ _-_"'''''_-.1-_u eu u pCl 0dl Ui0tlCl155d..1dKdll UiC! 1 I"\"'CIJdld .Lidel Gil.l.,

Dinas Kesehatan.
" \t. _L J

Pasal4

PEI,r:{ELEN GGARA. JAlvIPERSAL
BAB III

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah:
a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan oagi ibu harnil, bersalin dan
nifas serta bclyi baru lEthir;

h. rnerringkatknn jumlah persa lina n di fa silitas pelayarian k~s~h8t8n;
c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu harnil, bersalin dan nifas serta

l__ ~_~L, 1_1...:_ • ..J_~
UdY1 Udl U ldll11, Udll

keschatannya tidak aktif karena ketidakmampuan membayar iuran.
ataukesehatanbelum

(2) Sasar'an Jatnpersal sebagainlatla dimaksud pada ayat (1) adalah 'vVat'ga

! -t \. ,...,., T '"T"""O. ... '1It.T ,_... .,\1..' oasara11 Ja:tl1persal uaK l\iOl1I1S1Kyartu:
a. ibu hamil;
b. ibu ber salin;
c. ibu nifas; dan
d~bayi bar'u Iahir.

Pasal Z

BAB II
SASARANDAN TUJUAN JAMPERSAL
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(5) Penerima manfaat Jaminan Persalinan dapat memanfaatkan pelayanan di
selur uh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama Pernerintah (Puskesmas dan
iarinzannval serta Faailitas Keseb atan tins-kat laniutan [Rurnah Sa1T11-i.;_ ----0----- ..; --, - - L .l-J.",(__.J__ .i.l... .L.J.. _ -_.!_b _ '-'__ ..} L .L J..'- __ .I.1- .l- \.....J .£:!.....L"...)

perner intah [berdaearkan rujukan] pada perawatan lcelas TTTdan t.idak
diperkenankan naik ke1as.

(4) Penerima manfaat Jaminan Persalinan didorong untuk mengikuti
program }~Bpasca per salina».

;1t~11 i;jm11'~n 1:-p~phgt~nTl\T~ tl~-i::11{"~ l?"tiT------- J------------ --- - ------------..J -- -------- -------.

(3) Penerima manfaat Jampersal mencakup seluruh sasaran dari keluarga
miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan

(2) Manfaat yang diterima oleh penerima Jampersal terbatas pada pelayanan
kehamilan dengan risiko, persalinan, nifas, bayi baru Iahir terrnasuk
Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)dan KBpasca persalinan.

(1) Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persaunan ke Fasilitas
Kesehatan v~ng kornoeten sehinzaa daoat melakukan oencevahan rlini------- ------ J ----0 - ----1.- - ---- ------a~- =r :»: -- --------- -- - - .1- ----. -0 ---- .... ------

terhadap komplikasi baik dalarn persalinan maupun dalam masa nifas.

Pasa17

dibiaya Jampersal sampai dengan 42 (empat puluh dual hari setelah
bersalin.

.1 1_~ ..1.1. ._. . 1~. __ . .... _.1 .__ .. __ 1~ 1 . __1~1 __ • .__ .1. __U. uldya penolOIlgan penjdllIldIl rrorrnar, per sarman xompuxasi. perawai.an
kehamilan dan nifas risiko tinggi atas indikasi, ibu hamil yang mengalami
keguguran, Keharnilan Ektopik Terganggu (KEY) dan Mola Hidatidosa
akibat kcharnilan dan persalinan dan kasus kebidanan lainnya serta KB
pasca beraalin:

e. biaya pelayanan bayi baru lahir normal, komplikasi dan Skrining Hipotiroid
Kongenital (SHK) serta bayi baru lahir dengan komplikasi yang dirujuk
kf:m hA 11 nAnR1~ ri1hlr-ro;JR .T[-imn~rSA 1 ~RmnA1 ?,~ (n11R nl1111h rl?l~r~:=in)hRr1 ~riPon- . - - -- - -.1- - - - -- - - -J - - - - - 1.- - - - - - - - a- - - . - '\ -- - -- - ;_- -- -- _. - - -.1.- - - I - - I -- --

f Biava oelavarian ibu nifas denzan korrrolikasi vane dirtriuk kernbali danat
..I ..i.. ~ OJ..i.../ i,..;;"; .i.

digunakan untuk membiayai mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal
duma,

Kp-~p-l'1;::t~T1---- ~----------7
c. biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b)

Dana Jampersal digunakan untuk:
a. biaya operasional RTK meliputi sewa rumah, belanja Iistrik, belanja air,

termasuk makan dan minum untuk pasien, keluarga pendamping dati
petugas kesehatan Zkader serta kebersihan; - - --

b. biaya transportasi rujukan dan atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas dan
bayi barn lahir dari dan ke rumah ke RTK maupun RTK ke Fasilitas

Pasa16

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

(1) Sumber dana Jampersal berasal dari OAKNonfisik bidang kesehatan.

Pasal :3

BABIV
IvlEKANISIvIE PELAKSANAA.N JAlvIPERSAL
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(1) Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan mengajukan pencairan dana
Jampersal kepada Dinas Kesehatan.

Pasal11

Jenis dan besaran biaya Jampersal di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal10

Rujukan Ibu hamil /Ibu bersalin pergi dan pulang ke fasilitas pelayanan
kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan, meliputi:
a. rujukan ibu hamill ibu bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas
pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan
atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;

b. rujukan ibu hamil risiko tinggi dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan sekunder I tersier atau dari fasilitas pe1ayanan primer ke
fasilitas pelayanan kesehatan rujukan skunder I tersier; dan

c. rujukan ibu hamil risiko tinggi untuk pelayanan perawatan kehamilan ke
fasilitas pelayanan kesehatan sekunder I tersier atas indikasi medis.

Pasal9

(6) Penetapan harga sewa RTK berdasarkan hasil survey dan harga
kepatutan oleh Tim Pengelola yang ditunjuk berdasarkan Keputusan
Bupati.

(5) Pembiayaan Operasional RTKmeliputi sewa, be1anja air, belanja listrik,
be1anja makan pasienykeluarge./pendamping selama di RTK.

(4) RTKjuga dapat dimanfaatkan oleh ibu nifas dan keluarga yang bayinya
masih dalam perawatan di Rumah Sakit dengan mendapatkan pemberian
makan di RTKselama 3 (tiga)hari, guna mendukung pemberian AS!.

(3) Pemanfaatan RTKdiperuntukkan bagi sasaran dan ke1uarga pendamping
sementara tinggal sebe1um melahirkan selama 2 (dua) hari dan sesudah
melahirkan selama 3 (tiga)hari atau bila diperlukan.

(2) Kriteria RTKyaitu:
a. berlokasi dekat dengan Puskesmas yang mampu me1akukan persalinan
atau dekat dengan RSUD;dan

b. mempunyai ruangan dan tempat tidur minimal 2 (dua) kamar, ruang
dapur beserta perabotan, berventilasi cukup, kamar mandi, jamban
sehat dengan instalasi air bersih, serta instalasi penerangan dari PLN.

(1) RTK bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu
hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sehingga terjadi peningkatan
jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan serta menurunkan
kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Pasal8

(7) Pembayaran atas pelayanan Jampersal dilakukan dengan cara klaim.

(6) Pelaksanaan pelayanan Jampersal mengacu pada standar pe1ayanan
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

7



BERITADAERAHKABUPATENHULUSUNGAIUTARA
TAHUN2021 NOMOR , Y

SEKRETARIS ERAH KABUPATEN
HULUSUN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal '~l,,\, 1.,,1\

..

ABDU

SUNGAI UTARA,

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal ~:s ,," '2.0~,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungsi Utara.

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut
sejak tanggal 01 Januari 2021.

Pasal14

Petunjuk Teknis Penggunaan Jampersal DAK Nonfisik Bidang Kesehatan
Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal13

BABV
PENUTUP

(2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan setiap akhir Tahun
Anggaran berjalan.

(1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Pengelola
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 12

(3) Pengajuan pencairan dana Jampersal dilaksanakan mulai tanggal 01
Januari 2021.

(2) Syarat pengajuan pencairan dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah.
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biaya jasa persalinan dan biaya transportasi untuk menjarigkau fasilitas
pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan khususnya pada
___.. -l __-l_.' __ ~~1_! __ J_~ ~_~ , __ ~ ~ ._ ~_,, •••• __
\:')..:.;i\:)ula.li _iJCIIU L--iUur30. 1i110.1ll11 uall LIUa.l~ lllall!}-i i.,...i j- ali5 i.)vlUl.U.. i.i.~C.i..i..i.l.l..i..L)"..l
.:_~_.......:...__ ..._ 1__ ~_1 __ 4..~ ..._

Jdllllliall l'\..c;:;elldLdil.

mRs218h firia n sia 1 dar-i mA~'t,lAr;1kRt kRrE~n8 ket.iria krnarnm ra n mrnv~rliB kArl
...,I J....,I

Pemerintah pada tahun 2021 masih melanjutkan program
.Jarnpersal sebagai kelanjutan tahun 2020 dengan tujuan membantu

Ada 12 (dua belas) Indikator dalam SPM diantaranya adalah
peiayanan ibu hamil sesuai staridar, pelayanan ibu bersalin sesuai
standar, dan pelayanan bayi baru lahir' sesuai standar.
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prioritas dalarn pengalokasian DAK.
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menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di
tingkat Kabupaten sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan
memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. SPM juga akan
berfungsi sebagai instrumen Ul1tUK memperkuat peraksanaan
Performance Based Budgeting. Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan pada
Pemerintah Daerah untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah
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dasar yang ditetapkan dengan SPM. Pengalokasian DAKke daerah akan
berdasar pada kebutuhan daerah untuk pencapaian target-target SPM.

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap
warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai
dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu
bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang
orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya
pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung
jawab setiap warga negara.

A. Latar Belakang
Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia.

Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada
dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap
individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

BABI
PENDAHULUAN

PETUNJUK TEKNIS
PENGGUNAAN D&~A ALOKASI KHUSUS NOI-lFISIK

BIDANG KESEHATAN UNTUK DANA JAt'YlINANPERSALlNAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN ANGGARAli 2021

Lampiran
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor '" Tahun 2021
Tanggal ~ 1,,\\ ~\,)1.-'
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Ruang lingkup dari penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan
melipuri:
1. Pelayanan ibu hamil, persalinan, nifas baik normal dan komplikasi dan

Bayi baru lahir normal dan komplikasi di tingkat pertama (Puskesmas
dan jaringannya) maupun di Fasilitas Pelayanan Tingkat Lanjutan (FKTL).

2. Biaya Operasional ibu hamil, bersalin dan nifas, tenaga kesehatan dan
pendamping di RTKberupa biaya konsumsi selama di RTK.

BABII
RUANG LINGKUP KEGIATAN

D. Kebijakan Operasional
1. Dana Jampersal ini digunakan untuk mendekatkan akses dan
mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil,
bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke
fasilitas kesehatan melalui Penyediaan RTK.

2. Dana Jampersal merupakan DAK Nonfisik yang dilaksanakan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan
Ibu dan Anak (KIA).

3. Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan di Fasilitas
Kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik
dalam persalinan ataupun masa nifas.

4. Penerima manfaat Jampersal DAK Nonfisik dapat memanfaatkan
diseluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah (Puskesmas
& jaringannya) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit
Pemerintah).

5. Pelaksanaan pelayanan Jampersal DAK Nonfisik mengacu pada
standard pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

6. Penyediaan RTKmempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah
dan kebutuhan lapangan.

7. Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan
yang telah dibiayai mclalui dana APBN,APBD,BPJS, maupun sumber
dana lainnya.

8. Pembayaran atas pelayanan Jaminan Persalinan DAK Nonfisik
dilakukan dengan cara klaim.

C. Sasaran
Sasaran dari Jampersal Nonfisik yaitu seluruh sasaran dibawah

ini yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu yang belum
memiliki Jaminan Kesehatan.
1. Ibu hamil dengan risiko;
2. Ibu bersalin;
3.Ibu nifas dengan risiko (sampai 42 (empat puluh dual hari pasca
melahirkan); dan

4. Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari).

B. Tujuan
Tujuan dari Jampersal adalah:
1.Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil,
bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;

2. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
3. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta
bayi baru lahir; dan

4. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kernatian Bayi.
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Langkah-langkah pembayaran klaim dilaksanakan sebagai berikut:
1. Puskesmas dan Rumah Sakit mengajukan klaim kepada Dinas Kesehatan

atas persalinan mengacu pada tarif retribusi pelayanan pada Puskesmas
dan perawatan kelas III dengan paket INACBGs.

2. Verifikasi atas klaim mencakup:
a. kesesuaian realisaasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti

pendukungnya;
b. pengecekan klaim dari Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan
Jampersal beserta bukti pendukungnya; dan

c. memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim
klaim terse but kepada Kepala Dinas.

3. Seluruh berkas rincian bukti -bukti pengeluaran dana dan dokumen atas
klaim disimpan di Dinas sebagai dokumen yang dipersiapkan apabila
dilakukan audit.

Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam pelaksanaan
penyelenggaraan Jampersal OAK Nonfisik melaksanakan pengelolaan
keuangan yang meliputi penerimaan dana, verifikasi atas klaim, pembayaran
dan pertanggungjawaban klaim dari fasilitas kesehatan yang melaksanakan
Jampersal Dak Nonfisik.

Agar penyelenggaraan Jaminan Persalinan (Jampersal) DAK Nonfisik
terlaksana dengan baik, pengelolaan dana tetap memperhatikan dan merujuk
pada ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

BABIV
PENGELOLAAN DANA

1. 1 (satu) hari sebelum menginap, pasienjkeluarga menghubungi Pengelola
Jampersal DAKNonfisik di Puskesmas terdekat.

2. Selama di RTK Ibu hamiljibu nifas dan pendamping akan mendapat
makan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari.

3. Makan dan minum akan disediakan oleh Pengelola Jampersal DAK
Nonfisik sesuai Jam Makan ( Pagi jam 07.30 Wita, Siang Jam 12.00 Wita,
Malam Jam 08.00 Wita )

BAB III
PROSEDUR PELAYANAN DI RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK)

3. Biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK
maupun dari RTK ke Fasilitas Kesehatan berupa perjalanan dinas baik
tenaga kesehatan maupun pendamping, juga dapat digunakan untuk
membiayai mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal.

4. Untuk pendamping (suamijkeluarga, kader dari kesehatan) :
a. mendampingi ibu hamil dari rumah untuk di rujuk ke Fasilitas

Kesehatan (Rumah Sakitj Puskesmas) terdekat;
b. mendampingi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir selama berada di

RTK;
c. memberikan bantuan terhadap ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir

selama berada di RTK;
d. mendampingi, merujuk pasien dari RTKke Fasilitas Kesehatan (Rumah

Sakitj Puskesmas) terdekat;
e. mendampingi, menjemput ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari

Fasilitas Kesehatan (Rumah SakitjPuskesmas) untuk dian tar ke
Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);dan

f. mendampingi, mengantar pasien dari RTK ke rumah pasien bila
diperlukan.
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JENIS PELAYANAN DAN BESARNYA BIAYA
NO PENGELUARAN (MAKSIMAL)

( Rp)
1. Sewa rumah tunggu kelahiran 30.000.000/ Tahun
2. Operasional daya listrik di RTK Real Coast

operasional air di RTK Real Coast
3. Konsumsi 35.000/0rang/Porsi

pasien / keluarga/ pendamping selama
diRTK

4. Jasa Pelayanan (Pemeriksaan, Mengacu kepada
perawatan & pertolongan untuk ibu Permenkes Nomor 52
hamil, bersalin dan bayi baru lahir) Tahun 2016 tentang

Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan,
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor
52 Tahun 2016 tentang
Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan

5. Biaya rujukan Mengacu kepada Peraturan
Perjalanan Dinas Yang
Berlaku:
1.Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai
Utara Nomor 7 Tahun
2021 ten tang Retribusi
Jasa Umum

2. Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nomor 47
Tahun 2020 tentang Tarif
Pelayanan pada Badan
Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum
Daerah Pambalah Batung

3. Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nomor 56
Tahun 2020 ten tang
Satuan Biaya Perjalanan
Dinas Bagi Dewan
Perwakilan Rakyat dan
Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah

I
Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara

BABV
JENIS DAN BESARAN BIAYA JAMINAN PERSALl NAN
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B. Pembinaan & Pengawasan
Pembinaan dan pengawasan bertujuan agar pelaksanaan Jampersal

berjalan dengan Iancar sehingga bisa membantu ibu hamil dari keluarga

Pelaksanaan pelayanan Jampersal DAK Nonfisik meliputi jumlah
kunjungan ke fasilitas kesehatan maupun jumlah rujukan ke fasilitas
kesehatan tingkat lanjutan, kualitas pelaksanaan pelayanan, verifikasi
penggunaan dan pertanggungjawaban dana serta pengelolaannya.

A. Pemantauan & Evaluasi
Pemantauan perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran

mengenai kesesuaian an tara rencana dengan pelaksanaan, sedangkan
evaluasi bertujuan untuk menilai pencapaian indikator keberhasilan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

: Bupati Hulu Sungai Utara
: Kepala Dinas Kesehatan
: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
: Kepala Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Masyarakat
: 1. Pengelola Program Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan
2. Pengelola Program Kesehatan Anak Dinas Kesehatan
3. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit

Umum Pambalah Batung Amuntai
4. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum

Pambalah Batung Amuntai

Pelindung
Penanggung Jawab
Ketua
Sekretaris
Anggota

Adapun susunan Tim Pengeloa Jampersal DAK Nonfisik Bidang Kesehatan
adalah sebagai berikut:

BAB VII
TIM PENGELOLA

Semua berkas kemudian dikumpulkan ke pengelola di Puskesmas dan
Rumah Sakit untuk selanjutnya diserahkan ke Dinas Kesehatan dan
persyaratan ini berlaku sejak ditetapkannya petunjuk teknis ini.

Setiap Fasilitas Kesehatan yang akan mengajukan klaim, harus
melengkapi administrasi yang terdiri dari:
1. Surat pengantar dari kepala Puskesmas atau Direktur Rumah Sakit;
2. Fotocopy kartu identitas diri ibu hamil yang masih berlaku (KTPjKartu

KeluargajSurat Keterangan berdomisili dari Kepala Desa Setempat);
3. Fotocopy Buku KIAjKartu Ibu (lembar identitas, pelayanan kehamilan
dan keterangan lahir);

4. Tanda Terima pembayaran (contoh terlampir);
5. Partograf yang diisi oleh tenaga kesehatan penolong persalinan;
6. Fotocopyjtembusan surat rujukan dari Puskesmas;
7. Surat keterangan tidak aktif dari Penjamin Kesehatan; dan
8. Bukti pelayanan untuk rawat jalan dan resume medis untuk rawat
map.

BABVI
KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KLAIM
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ABDU

BUPATI BULU SUNGAI UTARA,

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan
Jampersal DAK Nonfisik sehingga dapat tercapai tujuan program serta
penyelenggaraan pembiayaan yang akuntabel.

Kebijakan Jampersal DAK Nonfisik diselenggarakan dengan maksud
untuk mempermudah akses ibu hamil dalam mendapatkan pertolongan
persalinan yang aman dan sehat oleh tenaga kesehatan yang kompeten di
fasilitas kesehatan, baik persalinan normal maupun dengan penyulit. Hal ini
dilakukan untuk mengatasi hambatan biaya persalinan yang sering menjadi
masalah pada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah
kebawah.

BABIX
PENUTUP

Fasilitas Kesehatan dalam hal ini Pengelola Jampersal DAKNonfisik
di Puskesmas dan Rumah Sakit wajib melaporkan rekapitulasi
pelaksanaan program kepada Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola pada
Tanggal 10 Setiap Bulannya. Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola wajib
melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil pelaksanaan
Jampersal DAKNonfisik.

C. Pencatatan dan Pelaporan
Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi diperlukan pencatatan

dan pelaporan pelaksanaan Jampersal DAKNon Fisik secara rutin setiap
bulan. Pencatatan dan pelaporan meliputi jumlah persalinan yang
dibiayai menggunakan Jampersal DAKNonfisik dan jumlah biaya yang
telah digunakan.

tidak mampu yang belum mempunyai Jampersal. Pembinaan Juga
mencakup pengelolaan dan pertanggungjawaban dana jaminan serta
pembinaan dalam penyelenggaraan proses klaim.
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